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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah
diuraikan, disparitas pemidanaan tersebut bukanlh merupakan suatu
permasalahan hukum apabila dianggap sesuai atau mencerminkan rasa
keadilan bagi masyarakat, tetapi menjadi masalah yang sangat besar apabila
disparitas pemidanaan tersebut menimbulkan reaksi kontroversial dari
masyarakat yang menuntut rasa keadilan yang diakibatkn oleh putusan yang
tidak masuk akal atau tidak logika, sehingga tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara akal sehat, dan berdasarkaan uraian tersebut
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan
terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sleman
adalah sebagal berikut:

a. Faktor perundang-undangan, yaitu adanya kebebasan hakim dan
adanya sanksi pidana maximum dan minimum dalam rumusan pasal
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Hakim dalam melaksanakan persidangan memperhatikan ketentuan-
ketentuan atau sitem peradilan yang berlaku sesuai dengan etika
profesi dan yang terdapat dalam Undang-Undang kekuasaan

kehakiman.
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c. Faktor internal adalah faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas
pidana yang berasal dari hakim, yaitu meliputi latar belakang sosial
maupun latar belakang pendidikan hakim, umur hakim, perangai
hakim karena hal tersebut mempuyai pengaruh kepada hakim dalam
mengambil suatu putusan pidana.

d. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri hakim, yaitu
berasal dari terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap perkara
yang dihadapi yaitu meliputi latar belakang dilakukannya tindak
pidana, jenis kelamin terdakwa, faktor umur terdakwa, serta rasa
keadilan dalam masyarakat.

2. Pembedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dapat
dibenarkan menurut hukum pidana karena diatur dalam hukum positif
Indonesia, namun.-harus ada pembedaan.yang rasional/masuk akal dan
dapat dipertanggungjawabkan secara akal sehat, maksudnya ialah dimana
putusan tesebut tentunya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Di
samping_hal tersebut harus ada landasan. hukumnya seperti dalam pada
Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran
1. Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana yang begitu komplek

dan dikhawatirkan dapat menimbulkan hal negatif, maka untuk
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meminimalisir dampak negatif dari terjadinya disparitas pidana perlu
kiranya suatu peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi
pedoman hakim dalam pemberian putusan pidana kepada terdakwa.

. Pemberian informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai
sebab dari terjadinya disparitas pidana, terhadap perkara-perkara yang
menjadi perhatian masyarakat yang secara tidak langsung memberi
pendidikan hukum pada masyarakat harus perlu ditingkatkan untuk
meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai proses peradilan dan
hukum itu sendiri.

. Selama perbedaan hukuman tersebut tidak terlalu mencolok disparitas
merupakan hal yang wajar, maka hal tersebut tidaklah perlu ditinggalkan,
karena dengan peristiwa-peristiwa hukum antara kasus yang satu dengan
yang lainnya berbeda-beda, maka hal tersebut dapat mewujudkan rasa

keadilan bagi semua pihak.
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